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KEPALA DESA CAMPUREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA CAMPUREJO
NOMOR        TAHUN 2019

TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN TANAH DESA CAMPUREJO
SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPUREJO,


Menimbang	: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa;


	Mengingat
	:
	1.
	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

	

	
	2.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Diundangkan pada tanggal   24 September 1960);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang   Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	10.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;

	
	
	11.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;

	
	
	12.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 1);



	
	
	13.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9 );

	
	
	14.

15.
	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa.
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

	
	
	16.
	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

	
	
	17.




18.


19.

  
20. 
	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
Peraturan Desa Campurejo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2018, Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tentang Anggaran Dasar dan Belanja Desa Nomor 01 Tahun 2019;
19. 




MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	MEKANISME PENGELOLAAN TANAH DESA DENGAN SISTEM LELANG SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.


Pasal 1
Tanah Desa yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini 
adalah : 
( 1 ) Tanah Kas Desa ; 
( 2 ) Tanah Bengkok dan ;
( 3 ) Tanah Desa Lainnya ;


Pasal 2
                     Ruang Lingkup Pengelolaan Tanah Desa dalam Peraturan Kepala 
                     Desa ini berupa Pemanfaatan Tanah Desa.
				 

	                                                              Pasal 3 
                              Ruang Lingkup Pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan     
                              Kepala Desa ini meliputi :
                              ( 1 ) Sewa ;
                              ( 2 ) Kerjasama pemanfaatan ;
                              ( 3 ) Bangun guna serah atau bangun serah guna ;	


Pasal 4
Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan atas dasar :
( 1 ) Melestarikan adat ;
( 2 ) Menguntungkan desa ;
( 3 ) Jangka waktu sewa paling lama 1 ( satu ) tahun dan dapat 
       diperpanjang dengan berdasarkan kondisi terkini ;


Pasal 5
Mekanisme Pemanfaatan Tanah Desa yang peruntukannya bagi kegiatan pertanian dilakukan dengan sistem lelang berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
( 1 ) Tanah Kas Desa :
a. Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Panitia lelang  
 Tanah Kas Desa  yang terdiri dari unsur Perangkat Desa  
 dan LPMD ;
b. Setelah Panitia Lelang ditetapkan kemudian mengadakan 
 rapat untuk menetapkan daftar Tanah Kas 
 Desa yang  bisa dilelang berdasar pada Data dari  
 Pemerintah Desa Campurejo beserta dengan harga dasar  
 lelang ;
c. Panitia mengadakan musyawarah lelang dengan 
 mengundang peserta lelang baik yang melalui jalur  
 pendaftar maupun jalur undangan ;
d. Panitia menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil 
 musyawarah lelang ;
e. Panitia menuangkan hasil Musyawarah Lelang dalam 
 berita acara lelang ;
f.  Panitia melaporkan Hasil Musyawarah Lelang tersebut 
 kepada Kepala Desa paling lambat satu minggu setelah  
 musyawarah berakhir ;
g. Kepala Desa menetapkan Pemenang lelang berdasar 
 Berita Acara Musyawarah lelang melalui Keputusan  
 Kepala Desa ;

( 2 ) Tanah Bengkok :
a. Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang 
    Tanah Bengkok yang terdiri dari unsur Perangkat Desa 
    dan LPMD ;
b. Setelah Panitia lelang ditetapkan kemudian mengadakan
	rapat untuk menetapkan daftar Tanah Kas
	Desa yang  bisa dilelang berdasar pada Data dari  
	Pemerintah Desa Campurejo beserta dengan harga dasar
	lelang ;
c. Panitia Lelang kemudian mengadakan Musyawarah 
    lelang dengan mengundang para Calon Pemanfaat Tanah  
    Bengkok ;
d. Panitia menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil 
    musyawarah lelang ;
e. Panitia menuangkan hasil Musyawarah Lelang dalam 
    berita acara lelang ;
f. Panitia melaporkan Hasil Musyawarah Lelang tersebut  
    kepada Kepala Desa paling lambat satu minggu setelah 
    musyawarah berakhir ;
g. Kepala Desa menetapkan Pemenang Lelang berdasar 
    Berita Acara Musyawarah lelang melalui Keputusan 
    Kepala Desa ;

( 3 ) Tanah Desa Lainnya : 
a. Untuk pemanfaatan Tanah desa lainnya yang digunakan 
    fasilitas umum disesuaikan dengan peraturan 
    Perundangan yang berlaku ;


[bookmark: _GoBack]Pasal 6
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya aturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campurejo. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Campurejo.


Ditetapkan di Campurejo
pada tanggal      September 2019

KEPALA DESA CAMPUREJO




EDI SAMPURNO, S.Sos

Diundangkan di Campurejo
pada tanggal         September 2019
PLT. SEKRETARIS DESA CAMPUREJO,



SUNOTO

BERITA DESA CAMPUREJO TAHUN 2019 NOMOR …..
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